
 
 
 

 
 

 

  
 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 
 

NOMOR   23   TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PANDEGLANG, 

 
 

Menimbang     :   
 
 
 
 
 
 

 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawabaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat       : 1. 

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 4010); 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4438);  
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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13. 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor  4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor  
5340); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5155); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 
 



 
16. 

 
 
 
 
 

17. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 

22. 
 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 
 
 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor  5165); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 
 



 
24. 

 
 
 
 

25. 
 
 
 
 
 
 
 

26. 
 
 
 
 

27. 
 
 
 
 
 
 
 

28. 
 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 
Nomor 3); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 4); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2014 Nomor 3); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH        

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan asli daerah     Rp.        80.584.075.435,00 

b. Pendapatan Transfer    Rp.   1.461.252.358.413,00 

c. Lain-lain pendapatan yang sah  Rp.                             0,00  

                                         Jumlah Pendapatan              Rp. 1.541.836.433.848,00 



 
 

2. Belanja : 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja pegawai      Rp.      973.194.646.024,00 

2) Belanja Barang    Rp.      168.707.482.709,00 

3) Belanja Bunga      Rp.                               0,00 

4) Belanja Subsidi     Rp.                               0,00 

5) Belanja Hibah     Rp.        42.087.485.850,00 

6) Belanja Bantuan Sosial   Rp.        45.742.811.500,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan   Rp.        24.197.690.566,00    

            Rp. 1.253.930.116.649,00 

b. Belanja Modal : 

1) Belanja Tanah      Rp.        2.056.244.950,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin   Rp.      42.286.638.733,00 

3) Belanja Gedung dan Bangunan  Rp.      74.753.945.180,00 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.    184.847.955.406,00 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya  Rp.           834.628.000,00 

6) Belanja Aset Lainnya   Rp.                             0,00  

     Rp.   268.779.412.269,00 

c. Belanja Tak Terduga          Rp.       1.043.500.000,00         

d. Belanja Transfer           Rp.       6.383.024.896,00 

Jumlah Belanja        Rp. 1.530.136.053.814,00 

Surplus/(Defisit)      Rp.       11.700.380.034,00 
 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan      Rp.   158.784.852.568,00 

b. Pengeluaran     Rp.     6.000.000.000,00 

   Jumlah Pembiayaan Netto       Rp.   152.784.852.568,00 

       Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan     Rp.    164.485.232.602,00 

 

Pasal  2 
 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

 



Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

            Ditetapkan di Pandeglang 
             pada tanggal            
          

BUPATI  PANDEGLANG, 

 
     

 
 

 
 

 

ERWAN  KURTUBI 
 
Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal   
 
Plt. SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
 

     

     

 
 

 
 

        ANWAR FAUZAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR  
 
Perbup-Pertanggungjawaban-APBD-2013-14 


